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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia kedudukan seorang notaris dikenal oleh 

masyarakat sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses 

hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN 

yang menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan 

undang-undang lainnya.”. Kewenangan notaris tersebut ditegaskan 

kembali dalam Pasal 15 (1) UUJN yang tertulis : 

Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

 

Sedangkan mengenai bentuk dari akta otentik itu sendiri,  dalam Pasal 15 

UUJN tidak menjelaskan secara tegas mengenai bentuk dari akta otentik, 

tetapi yang ditentukan secara tegas adalah “isi” dari akta otentik itu. Akta-

akta otentik yang dibuat oleh para pejabat pembuat akta menurut hukum 

publik mempunyai bentuk beragam, hanya saja isi atau hal-hal apa saja 

yang dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam peraturan perundang-
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undangan yang terkait, sebagai contoh : Pasal 15 ayat (2) huruf f (yaitu, 

notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan), 

jadi kesimpulannya notaris diberi wewenang untuk membuat akta yang 

berhubungan dengan pertanahan itu didasarkan pada wewenang yang 

diberikan oleh undang-undangnya. 

  Sehubungan dengan pelaksanaan atas kewenangan notaris 

untuk membuat akta otentik tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf 

m UUJN, disebutkan bahwa : 

dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : 

membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus 

untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani 

pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan 

 

artinya dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, pada saat sebelum 

para pihak menandatangani akta otentik tersebut notaris wajib 

membacakan isi dari akta otentik yang dibuatnya tersebut, dengan 

pengecualian sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 16 (7) UUJN, yaitu : 

pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  m tidak 

wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak 

dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan 

memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan   

dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf 

oleh penghadap, saksi dan Notaris. 

 

 Dengan demikian tidak dibacakannya akta otentik oleh 

notaris dapat saja dilakukan jika kondisinya seperti dalam Pasal 16 (7) 

UUJN Notaris, namun jika demikian semestinya  di dalam aktanya harus 

diterangkan mengenai hal itu, sehingga nantinya apabila para pihak ada 
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yang menyangkal bahwa notaris tidak membacakan aktanya, maka 

keterangan tersebut yang akan menjadi bukti bahwa hal itu tidak benar. 

Namun ketentuan tersebut dikecualikan untuk terhadap pembacaan kepala 

akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas (hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 (8) UUJN). Apabila hal-hal tersebut di 

atas tidak terpenuhi maka berdasarkan Pasal 16 (9) UUJN, maka akta yang 

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan. 

 Mengenai kewajiban  notaris sebagaimana dijelaskan di atas,  

dalam Pasal 4 (5) Kode Etik pun diatur bahwa : 

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan 

Notaris dilarang : 

5.  menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah 

dipersiapkan oleh pihak lain. 

 

 Namun selain itu hal-hal tersebut di atas yang harus 

diperhatikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam 

pembuatan akta otentik, tentunya terdapat hal-hal lain yang harus 

diperhatikan oleh notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

tersebut, misalnya sehubungan dengan pembuatan akta otentik berupa 

perjanjian kredit yang umumnya dibuat oleh pihak kreditur dan debitur 

(dimana dalam hal ini kreditur kebanyakan merupakan bank). Bidang 

perbankan  saat ini merupakan salah satu aspek yang banyak melibatkan 

notaris dalam praktek sehari-harinya, dimana untuk melaksanakan jasa 

perbankannya tersebut, tentunya bank harus tunduk kepada ketentuan-
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ketentuan yang berlaku untuk bidang perbankan tersebut. Sehingga untuk 

proses pembuatan  akta otentik berupa perjanjian kredit sehubungan 

dengan perbankan tersebut, maka selain harus  mematuhi hal-hal 

sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN tersebut di atas, maka notaris 

pun harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan 

perjanjian kredit yang berlaku pada bidang perbankan tersebut . 

 Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat berbagai jenis 

layanan jasa perbankan yang ditawarkan untuk dimanfaatkan oleh nasabah  

bank guna menunjang usaha/bisnisnya sehari-hari,  begitu pula dengan 

layanan perbankan yang diberikan, misalnya mulai dari produk 

penyimpanan uang yang sederhana sampai dengan produk lalu lintas 

kliring dalam negeri dan luar negeri, transaksi derivative dan kemudian 

layanan pemberian fasilitas kredit kepada nasabahnya.   Hal ini 

sebagaimana dimaksud dalam definisi Bank yang tercantum dalam Pasal 1 

UU Perbankan, yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank diarahkan untuk 

berperan sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai 

lembaga yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah  peningkatan taraf 

hidup orang banyak, hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di 
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Indonesia  memiliki  fungsi  utama yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dan memberikan kredit
1
.  Pendapat tersebut sesuai dengan apa 

yang diuraikan dalam Pasal 1 UU Perbankan  juga  yang  mencantumkan   

bahwa  “Kredit  adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam unuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”. 

Walaupun bank diharapkan menjadi lembaga keuangan yang 

diharapkan menyalurkan kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, di lain 

pihak bank harus lah memperhatikan dan mematuhi peraturan yang 

ditentukan dalam rangka pemberian kredit tersebut, sehingga diharapkan 

pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tepat mengenai 

sasaran dan nantinya tidak menjadi kredit macet, misalnya dengan 

memperhatikan prinsip 5C (Capasity, Capital, Collateral, Conditions, 

Character). Jadi dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat bank 

terlebih dulu berkeyakinan bahwa kemampuan dan kesanggupan debitur 

untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk 

memperoleh keyakinan tersebut bank sebelum memberikan kredit kredit 

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, modal, 

                                                      
1
 Budi Untung, Kredit Perbankan Indonesia, Penerbit Andi Yogyakarta, 2011, hal 14. 
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jaminan, pospek usaha dan watak dari si debitur
2
. Setelah itu jika telah 

dilakukan analisa terhadap debitur, maka apabila telah terdapat keputusan 

kredit pada manajemen internal bank, maka proses pemberian kredit akan 

dilanjutkan dengan proses lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu 

seperti proses  pembuatan perjanjian kredit atas pemberian fasilitas kredit 

tersebut dan  pengikatan atas agunan kredit yang diberikan oleh debitur. 

Diantara hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan  dengan 

proses pemberian kredit tersebut di atas, proses pembuatan perjanjian 

kredit pun merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya untuk 

diperhatikan, mengingat telah banyak kasus gugatan yang dilakukan oleh 

debitur kepada bank hampir kebanyakan sehubungan dengan perjanjian 

kredit yang telah dilakukan antara bank dengan debitur itu sendiri. 

 Menurut R. Subekti,  perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa perjanjian ini, 

menimbulkan suatu hubungan antara dua orang   tersebut yang dinamakan 

perikatan. Perjanjian ini menerbitkan perikatan antara dua orang yang 

membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian 

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan   yang 

diucapkan atau ditulis. Hubungan antara perikatan dan perjanjian itu 

menerbitkan perikatan, disamping sumber lainnya yaitu undang-undang.  

                                                      
2
Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit, Penerbit Bumi Aksara 

Jakarta, 1993, hal 3 
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Agar pembuatan perjanjian menjadi sah dan mengingat kedua 

belah pihak debitur  dan bank tentunya banyak hal yang harus 

diperhatikan, seperti syarat umum sahnya suatu perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri (syarat subyektif); 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (syarat subyektif); 

3. suatu hal tertentu (syarat obyektif); 

4. suatu sebab yang halal (syarat obyektif); 

dimana jika dalam suatu perjanjian syarat subyektif tersebut di atas tidak 

terpenuhi maka konsekuensinya dapat diminta pembatalan, sedangkan 

tidak terpenuhinya syarat obyektif  tersebut di atas maka akan batal demi 

hukum. 

Melihat konseksuensi dari tidak terpenuhinya syarat umum 

sebagaimana dijelaskan di atas, maka seyogyanya perjanjian kredit benar-

benar harus dibuat dengan sangat memperhatikan rambu-rambu pada pasal 

tersebut. Mengapa demikian? Sepintas untuk melaksanakan hal tersebut 

memang sangat lah mudah, namun mengingat saat ini jenis dan bentuk 

perjanjian telah muncul dengan berbagai bentuk dan isi yang sangat 

bervariasi maka pembuat perjanjian harus sangat hati-hati dalam 

membuatnya.  

 Selain syarat sahnya suatu perjanjian, terdapat asas hukum 

perjanjian yang perlu diperhatikan adalah asas yang mendasari pembuatan 

perjanjian. Asas konsensualisme yang dapat ditemukan dalam Pasal 1320 
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dan Pasal 1320 KUHPerdata di dalamnya ditemukan istilah “semua”. 

Kata-kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan 

untuk menyatakan keinginannya, yang rasanya baik untuk menciptakan 

perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan 

mengadakan perjanjian. Asas kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan, 

maka  perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. 

Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada 

perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 

Asas kekuatan mengikat adalah dimana terikatnya para pihak pada apa 

yang diperjanjikan, dan juga terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki 

oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.   

Asas kebersamaan merupakan asas ini menempatkan para pihak di dalam 

persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, 

bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing 

pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak 

untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Asas 

keseimbangan menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan 

melaksanakan perjanjian itu.  Asas keseimbangan ini merupakan 

kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk 

menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur 

memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad 

baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur   yang kuat  

diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, 
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sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.   Asas moral adalah 

dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak 

baginya untuk menggugat kotraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini 

terlihat di dalam zaakwarneming, dimana seseorang yang melakukan suatu 

perbuatan dengan sukarela  (moral) yang bersangkutan mempunyai 

kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, 

asas ini terdapatnya dalam Pasal  1339 KUHPerdata. Faktor-faktor yang 

memberikan motivasi  pada yang bersangkutan untuk melakukan 

perbuatan hukum adalah berdasarkan pada “kesusilaan” (moral), sebagai 

panggilan dari hati nuraninya. Asas kepatutan dituangkan dalam Pasal 

1339 KUHPerdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan 

mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus lah dipertahankan, 

karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa 

keadilan dalam masyarakat. Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 

jo.1347 KUHPerdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. 

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dalam keadaan 

dan kebiasaan yang diikuti. Asas kepastian hukum bahwa kekuatan yang 

mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. 

Sedangkan bentuk dari suatu kontrak atau perjanjian itu 

sendiri  terdiri dari 2 (dua) macam konstruksi, yaitu : 

1) kontrak hasil negosasi (negotiated contract); 

2) kontrak baku/standar (standardized contract). 

   Dimana atas kontrak hasil negosiasi (negotiated contract) 
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tersebut merupakan bentuk asal muasal asal dari suatu bentuk perjanjian, 

dimana seluruh dan setiap ketentuan yang disepakati oleh para pihak  

dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan demikian seluruh isi dan 

klausula di dalamnya dianggap merupakan kesepakatan kedua belah pihak 

setelah kedua belah pihak melakukan negosiasi terlebih dahulu. 

Sedangkan jika ditinjau secara yuridis ada 2 (dua) jenis 

perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan 

kreditnya, yaitu : 

a. perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah 

tangan, yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit di bawah 

tangan adalah perjanjian pemberian kredit  oleh bank kepada 

nasabahnya yang dibuat hanya diantara mereka (kreditur dan 

debitur) tanpa notaris; 

b. perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan 

notaris (notariil) atau akta otentik, yang dimaksud dengan akta 

perjanjian kredit notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian 

kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau 

dihadapan notaris.
3
 

Namun dalam perkembangannya, mengingat pembuatan 

klausula-klausula di dalam perjanjian kredit pun membutuhkan 

keterampilan redaksional dan kemampuan yuridis sehingga membutuhkan 

waktu yang lama, berdasarkan hal ini dengan pertimbangan untuk lebih 

                                                      
3
Budi Untung, op.cit, hal 33 
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efisien maka lahirlah kebiasaan menetapkan ketentuan-ketentuan 

perjanjian kredit dalam bentuk tertulis atau cetak dan pihak lawannya 

diberikan kesempatan untuk menerima atau tidak, perjanjian seperti ini 

dikenal dengan nama perjanjian baku atau kontrak baku/standar 

(standardized contract). 

Sehubungan dengan perjanjian baku atau kontrak 

baku/standar (standardized contract) tersebut di atas, OJK telah 

mengeluarkan Peraturan OJK, yang terdiri dari : 

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013, tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,  yang berlaku 

pada tanggal 6 Agustus 2014 dan dikenal dengan POJK;  

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/SEOJK.07/2014 

tentang Perjanjian Baku, tanggal 20 Agustus 2014, yang 

merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan OJK tersebut di 

atas, yang dikenal dengan Surat Edaran OJK; 

Dengan diterbitkannya Peraturan OJK yang sangat erat 

kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen tersebut, maka kalangan 

perbankan yang merupakan salah satu dari pelaku jasa keuangan yang 

dituju dalam Peraturan OJK tersebut tentunya harus segera melakukan 

penyesuaian dengan apa yang diatur dalam Peraturan OJK tersebut. Oleh 

karena itu pembuat perjanjian/perjanjian kredit pada pihak bank harus lah 

mengetahui secara pasti klausula mana saja di dalam perjanjian atau 

perjanjian  mana saja yang harus menerapkan atau termasuk obyek sasaran 
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Peraturan OJK tersebut. Dalam hal ini pihak notaris pun dapat dianggap 

sebagai salah satu pihak yang membuat perjanjian kredit yang berbentuk 

notariil akta berdasarkan permohonan dari bank. 

Namun demikian, pada pelaksanaannya masih banyak pihak 

yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit dalam ruang lingkup 

perbankan yang masih kurang memahami mengenai : 

a. apa yang dimaksud dengan klausula baku dan perjanjian baku yang 

termasuk dilarang dalam Peraturan OJK tersebut; 

b. apakah larangan klausula baku dan perjanjian baku yang dimaksud 

dalam Peraturan  OJK tersebut berlaku terhadap seluruh perjanjian 

yang dibuat oleh bank (termasuk dalam hal ini perjanjian kredit 

yang berbentuk akta notaril atau akta di bawah tangan) atau tidak; 

c. apakah dalam perjanjian kredit yang termasuk kontrak hasil 

negosasi (negotiated contract) antara debitur dan bank terdapat 

juga klausula baku atau termasuk perjanjian baku, mengingat 

terkadang tidak setiap pasal/klausula di dalam perjanjian kredit 

tersebut seluruhnya merupakan hasil negosiasi antar debitur 

dengan bank, tapi separuhnya merupakan klausula/pasal yang 

diajukan oleh bank kepada debitur.  

  Dengan masih banyaknya pertanyaan yang masih timbul di 

kalangan pembuat perjanjian kredit tersebut maka hal itu dapat saja 

menimbulkan penerapan  atas apa yang diatur dalam Peraturan OJK 

menjadi tidak tepat dan dilaksanakan secara tidak benar dan tentunya hal 
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tersebut akan berdampak langsung kepada status perjanjian/perjanjian 

kredit itu sendiri dan atas perjanjian/perjanjian kredit menjadi rawan 

gugatan dari debitur sehubungan dengan pencantuman klausula yang 

dilarang Peraturan OJK dan dianggap melanggar ketentuan tersebut. 

  Dalam proses pembuatan perjanjian kredit dalam hal apabila 

akta perjanjian kredit akan dibuat dalam bentuk akta otentik (akta notaril) 

pada umumnya  notaris akan membuat akta perjanjian kredit berdasarkan 

offering letter yang berikan oleh bank yang berisikan syarat dan ketentuan  

yang bersifat case by case (khusus berlaku terhadap debitur yang 

bersangkutan) dan juga syarat dan ketentuan yang berbentuk klausula 

standar yang ditentukan oleh bank, yang dituangkan ke dalam bentuk  akta 

notariil oleh notaris yang bersangkutan, dimana pada akhirya perjanjian 

kredit yang dibuat oleh notaris tersebut kedudukannya merupakan akta 

otentik yang dibuat oleh notaris.   

  Berdasarkan proses pembuatan  akta notariil perjanjian kredit 

kredit yang diuraikan di atas, maka kita dapat melihat sejauh mana 

keterlibatan  notaris  dalam pembuatan pasal-pasal/klausula-klausula  yang 

terdapat dalam suatu perjanjian kredit yang berbentuk akta notariil, 

sehingga semestinya  secara tidak langsung notaris  pun  harus turut 

mengetahui sejauh mana Peraturan OJK tersebut berlaku terhadap 

perjanjian/kredit yang dibuatnya. Walaupun terhadap akta notariil, notaris 

hanya lah bertanggung jawab atas kebenaran materil atas perjanjian kredit 

tersebut saja, tidak terhadap setiap pasal/klausula di dalamnya, namun 
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pada prakteknya debitur terkadang menyeret notaris juga sebagai pihak 

tergugat jika debitur menggugat banknya, misalnya mengajukan gugatan 

karena menurut pendapat debitur di dalam perjanjian kredit tercantum 

klausula baku. Sebagaimana kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak kasus 

notaris yan terseret kasus di pengadilan, baik kasus perdata maupun 

pidana, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka/tergugat . 

 Dengan tambahan pemahaman mengenai klausula baku yang 

dilarang berdasarkan Peraturan OJK, maka diharapkan notaris dapat 

meminimalisasi resiko untuk menjadi tergugat atau turut tergugat atas 

kasus sehubungan dengan pelanggaran atas klausula baku tersebut. 

Minimal  notaris mengetahui posisi akta notariil yang dibuatnya tersebut 

jika nantinya terseret dalam suatu kasus sehubungan dengan hal itu, 

sehingga apabila menjadi saksi di pengadilan maka dapat menjawab 

dengan benar dan tepat, sehingga menghindarkan resiko posisi dari saksi 

menjadi tersangka/turut tergugat.  

Hal-hal tersebut di atas lah yang mendasari penelitian ini 

untuk  membahas permasalahan tersebut, sehingga peneliti memilih judul 

“LARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN SURAT 

EDARAN OJK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KREDIT 

SECARA NOTARIIL”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka 
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permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai larangan penggunaan 

klausula baku berdasarkan Peraturan OJK? 

2. Bagaimana kedudukan perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris 

dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Peraturan OJK tentang 

larangan pencantuman klausula baku tersebut? 

 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  dan menganalisis bagaimana ketentuan larangan 

penggunaan klausula baku dan perjanjian baku berdasarkan Peraturan 

OJK; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis  bagaimana kedudukan perjanjian 

kredit yang dibuat oleh notaris dalam kaitannya dengan adanya 

ketentuan  Peraturan OJK tentang larangan pencantuman klausula 

baku atau perjanjian baku tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis : 

 Diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran dan 

pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum mengenai hukum 

kontrak/perjanjian yang berkaitan dengan perbankan. 
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b. Manfaat Praktis : 

 Diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi para praktisi 

perbankan dan notaris sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan 

perjanjian, dalam hubungannya dengan perjanjian kredit, khususnya 

sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK tersebut. 

 

E. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual dalam penelitian ini memuat pengertian-

pengertian yang akan dipergunakan dalam pembahasan-pembahasan, 

selanjutnya mencakup : 

a) Bank adalah  badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 ayat (2) Undang-

undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan). 

b) Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat 

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak 

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 10 

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen). 
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c) Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh 

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (”Perkumpulan”) berdasarkan 

keputusan Kongres dari Perkumpulan tersebut di Bandung pada 

tanggal 28 Januari 2005 dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu 

dan yang berlaku bagi  serta wajib ditaati oleh setiap dan semua 

anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas 

jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara 

Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. 

d) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan (Pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen). 

e) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 

f) OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga negara  

yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak lain, 

memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan 

dan penyelidikan kepada keseluruhan kegiatan di bidang jasa 

keuangan.  
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g) Peraturan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 

1/POJK.07/2013, tanggal 26 Juli 2013, tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya (”POJK”) 

dan Surat Edaran OJK adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, tanggal 20 

Agustus 2014, yang merupakan peraturan pelaksana dari POJK (”Surat 

Edaran OJK”). 

h) Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan  secara 

sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan  dan memuat klausula baku 

tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk 

menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara 

massal (Penjelasan dari Pasal 22 ayat (1) Peraturan OJK); 

i) Perjanjian Kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. 

j) Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 

(Pasal 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen). 

k) PUJK adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan OJK . 
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l) Undang-undang Perbankan adalah Undang-undang nomor 7 tahun 

1992 tentang Perbankan jo. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 

tentang  Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan. 

m) UU Perlindungan Konsumen adalah Undang-undang nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

n) UUJN adalah Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis 

kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang : 

 Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, 

Sistematika Penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka yang merupakan uraian konsep-konsep dan 

kerangka berpikir yang mendasari teori penelitian ini.  

Bab III  Metodologi Penelitian yang berisi penjelasan mengenai 

langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun 

penelitian ini.   
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Bab IV  Analisis dan Pembahasan yang berisi analisis dan 

pembahasan atas hasil penelitian. 

Bab V  Kesimpulan dan Saran dari pembahasan yang telah diuraikan 

dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi 

berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




